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Menimbang

CAIEAT WATGETE,

bahwa Tamai Kaiak-Kanat merupatan salah satu bentuk

satuan Pengembangan Anak Usia Dini pada jalur formal yang

meayelenggarakan program pendidikar bagi anak usia empat

sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam pasal 1

poitt 14 Undang-Undarg Nooror 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatatan bahwa upaya pembinaan

yang ditujukan kepada anak merupakan dasa!: pencapaia* bagi

keberhasilan pendidik pemula;

bahq/a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dilaalsud pada

huruf a, pedu menetapkan Keputusan Camat Waigete tentang

lzin Penyelenggaraan Tarnan Kanak-Kanak (TKK) St. Mikael
'talru/I 2021.

Undang-Undang Noraor 69 Tahun 1958 tentailg Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II daiam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara Bar:at, Nusa ?enggara Timur (Lembaian

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambalran

Lehbaran Negaia Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejalteraan

Anak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

32, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (lEmbalan Negara Republik krdonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahar Lembarar Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor
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Undang-Undarg Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidika:r Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Norf,oi 78, Tambahafl L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerinta_han

Daerah (Irmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Noaor 244, Tafibahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhii
dengan Undang-Undang l.Iomor 9 Ta}lun 2O1S tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pefterintahan Daerah (Lembaial:r Negara Republik
IndoDesia Tahun 2ol4Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukaa

Peraturan PerundahB -undangafl ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Imbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 Tentang Stal:Idar
Nasional Pendidikan ( kmbaian Negara Republiklndonesia
tahun 2OO5 Nomor 40, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Noinor 4496 );
Peraturan Peinerintal Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib
Belajai il-€mbaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

nomor 90, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerirtah Nomor 48 Tahun 2OOg tentang pendanaart

Pendidikan (Lembaian Negara Repu,olik IndonesiaNomor 4g64);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOg tentajrg Guru
{l,embaran Negar.a Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomorlg4,Tarrbahan l,emba.ran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan da-r'I Penyelenggaraan pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tarnbahan LembaJan
Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimala telah
diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 66 Tatrun 2Ol0
(Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tarnbahan Lembaian Negar.a Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tatrun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Keca:matar (Berita Daerah Kabupaten Sikka Talun 2016t.
Nomor 52); 
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15. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/ HK / 2019 Tentang

Pelfunpahan Sebagian Kewenangar Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSIKAIT:

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Tarnan Kanal * Kanat
kepada:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Na.rna Lembaga

Alarnat

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Penanggungjawab

Penyelenggara

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud da.lam Diktum
KEsATumempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Tarrran Kanak - Kanak sehingga

memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Membuat laporan setiap bulan sekali menurut model yarg
ditetapkan;

3. Laporan Bulaia.n kegiatan TKK seb,g2imana dimaksud dalarr
angka 2, wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Sikka dan Carnat Waigete.

Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kana}-I(anak St. Mikael
berlaku selama 5 [ir1!a) tahun terhitung sejak targgal ditetapkan
keputusal ini.

Keputusan ili muldi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waigete
pada

ANTI,M.Si

TKK St. Mikael Likot

Jln.Raya Maumere - Larantuka

Hoder

Waigete

Sikka

Kepala TKK St. Mikael

Kepala TKK St. Mikael
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